PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
JIn. Raya Solok - Padang Km.20 Arosuka Sumatera Barat
website :http//www.disdik orakabsolok.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420.3/ 234 /Disdikpora-2024

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH LAYANAN INKLUSI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,

Menimbang a. Bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan
layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan
hak asasinya;

b. Bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang
memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat
diselenggarakan secara inklusif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
tentang Penetapan Sekolah Layanan Inklusi Kabupaten
Solok Tahun 2024,

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai,ama telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik
berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang
pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2)
menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak
mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan
pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A
Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
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18.
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21.

22.
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25.

26.

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang
diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77 /P Tahun 2007;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum
pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022
tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka
Pemulihan Pembelajaran;

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Solok Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Solok Nomor 22 Tahun 2021 tentang
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 60 Tahun
2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Solok;

27. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Solok untuk
memberikan layanan inklusi kepada peserta didik yang
membutuhkan layanan inklusi.

Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini agar
menyiapkan segala perangkat yang memungkinkan demi
layanan inklusi.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Anggaran yang sesuai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 24 Januari 2024
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 420.3/ 234 /Disdikpora-2024
TANGGAL : 25 Januari 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH LAYANAN INKLUSI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2024

NO

NAMA SEKOLAH

KET

SDN 20 SELAYO

SMPN 5 GUNUNG TALANG

NIP. —197_0516 199903 1 004

N ——
———
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